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ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana pungutan liar
berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana
pelaku tindak pidana pungutan liar dalam pembuatan akta keluarga berdasarkan sistem
peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan
jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan
hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak
menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian
menunjukan Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab
terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau
delik pungli. Ketentuan hukum tindak pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal 12 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423,
pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pembuatan
akta keluarga dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan kejahatan yang
dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan
yang sewenang-wenang dan kecurangankecuragan (korupsi) Berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP yang merupakan suatu perbuatan
korupsi yang mana tertuang dalam Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh
karena itu sesuai bunyi Pasal 12 huruf e pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri
dalam penerbitan akta kelahiran dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
dengan pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah).
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